
 

 

 
WALIKOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  

NOMOR   25   TAHUN   2016 

 
TENTANG 

 

TAHAPAN, TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84, Pasal 85, 
Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Cirebon, perlu untuk menetapkan Peraturan 

Walikota Cirebon tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian 
dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 
4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
pada Pemerintah Kota Cirebon pada Pemerintah Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 58); 

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 
Nomor 1 Seri E); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAHAPAN, TATA CARA 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA CIREBON 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

3. Kota adalah Kota Cirebon. 

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

5. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. 

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Cirebon. 
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8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Cirebon.  

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.   

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 

14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja 
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 

1 (satu) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

20. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat 

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi 

dan kerangka anggaran. 
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21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 

25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD 
atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 

daerah. 

26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa.  

27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

28. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 

atau kegiatan. 

29. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari 

suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. 

30. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

31. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 

program. 
 

 

BAB II 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi 
 

Pasal 2 
 

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 

bertujuan untuk mewujudkan: 
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a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan 
hasil rencana pembangunan daerah; 

b. Konsistensi antara RPJPD dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Nasional; 

c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota; 

d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 

e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan 

indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
 

Pasal 3 

 
(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota. 

(2) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan 
pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk 
program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

(3) Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan 

oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan 
pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk 

capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 
periode sebelumnya.  

(4) Lingkup Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

mencakup pembangunan daerah pada wilayah Kota 
dalam jangka waktu tertentu. 

 
Pasal 4 

 
Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan 
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

meliputi: 

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah; 

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah; dan 

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. 
 

Bagian Kedua 
Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

 
Paragraf 1 

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 

Pasal 5 
 

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
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huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan 
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah. 

 
Pasal 6 

 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, mencakup perumusan visi dan 
misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari 

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan 
RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: 

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok 
pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan 
visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas 

pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional; 

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang 

daerah selaras dengan arah dan kebijakan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW); 

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang 
daerah selaras dengan arah dan kebijakan 
pembangunan jangka panjang daerah 

kabupaten/kota lainnya; 

d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
kabupaten/kota lainnya; 

e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah 
selaras dengan prioritas pembangunan jangka 
panjang Provinsi dan Nasional;  

f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka 
panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka 

panjang nasional; dan 

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara 

penyusunan RPJPD. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu 
pada RPJPD Provinsi dan berpedoman pada Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta memperhatikan RPJPD 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
kabupaten/kota lainnya. 
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Pasal 7 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka 
panjang daerah. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditemukan 
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda 

melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan 

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka panjang kepada Walikota. 

(4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang 
daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat 

permohonan konsultasi hasil pengendalian dan evaluasi 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang 

daerah. 
 

Pasal 8 

 
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 mencakup kebijakan perencanaan 

strategis SKPD dan RPJMD. 
 

Pasal 9 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis 
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup 

perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana 
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD 
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari 
tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra 

SKPD ditetapkan. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: 

a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi 
pembangunan jangka menengah daerah; 

b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada 
strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka 

menengah daerah; 

c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada 

kebijakan umum dan program pembangunan jangka 
menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian 
lingkungan hidup strategis; 
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d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 
indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana 

program prioritas dan kebutuhan pendanaan 
pembangunan jangka menengah daerah; 

e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan 

sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan 

f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai 

dengan pentahapan pelaksanaan program 
pembangunan jangka menengah daerah. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan 
strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta 

memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis. 
 

Pasal 10 
 

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.  

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (4) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

kepala SKPD melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi 

kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. 

 
Pasal 11 

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan 
hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).  

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 

ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda 
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah 

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut 
perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Kepala Bappeda. 
 

Pasal 12 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan 
misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan 

program, serta indikasi rencana program prioritas yang 
disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja 

daerah. 
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari 

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan 
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: 

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan 

program pembangunan jangka menengah daerah 
selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan 

pembangunan jangka panjang daerah serta 
pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah; 

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan 

program pembangunan jangka menengah daerah 
selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas 

pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan 
prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan 

pembangunan kewilayahan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan 

karakteristik daerah; 

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka 

menengah daerah selaras dengan pembangunan 
jangka menengah daerah lainnya; 

d. program pembangunan jangka menengah daerah 
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang 
daerah lainnya; 

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka 
menengah daerah mengarah pada pencapaian visi 

dan misi pembangunan jangka menengah daerah; 
dan 

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 
RPJMD. 

 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka menengah, berpedoman pada 

RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota 

lainnya. 
 

Pasal 13 

(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah.  

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

Kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
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(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah kepada Walikota. 

(4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi 
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka 

menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran 
surat permohonan konsultasi hasil pengendalian dan 

evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah. 

 
Pasal 14 

 

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan 
kebijakan RKPD. 

Pasal 15 

(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14, mencakup tujuan, sasaran, 

rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, 
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD. 

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan 

supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan 
sampai dengan Renja SKPD ditetapkan. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, 
sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam 
Renja SKPD mempedomani rencana program dan 

kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD 
serta selaras dengan Renstra SKPD. 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD 

telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD. 
 

Pasal 16 
 

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

Kepala SKPD melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi 

kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Kepala Bappeda. 
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Pasal 17 
 

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan 
hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).  

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya 

ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda 
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah 

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut 
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Kepala Bappeda. 
 

Pasal 18 
 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14, mencakup perumusan prioritas dan 

sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas 
daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari 

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan: 

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam 

penyusunan RKPD, sesuai dengan program 
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; 

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam 
menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana 
program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD; 

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam 
menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas 

pembangunan Provinsi terutama program/kegiatan 
yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah 

kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah 
perbatasan antar kabupaten/kota; 

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam 

menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran 
pembangunan jangka menengah daerah, serta 

pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; 
dan 

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 
RKPD. 
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah 
berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD 
Provinsi. 

 
Pasal 19 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan 
daerah. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

Kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah 
kepada Walikota. 

 
Paragraf 2 

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

 
Pasal 20 

 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 
 

Pasal 21 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, mencakup pelaksanaan 

sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi 
dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 

daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
pelaksanaan RPJPD. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah 
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah 

dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, 
tujuan dan sasaran RPJMD. 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah 

kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah 
dilaksanakan melalui RPJMD. 
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Pasal 22 
 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJPD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

Kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Walikota. 

 

Pasal 23 
 

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mencakup 

pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD. 
 

Pasal 24 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mencakup 

indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, 
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, 

misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap 

pelaksanaan Renstra SKPD. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin: 

a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana 

program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra 
SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator 
kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, 

dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan 

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah 

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana 

program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan 
indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 

upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra 
SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD. 

 
Pasal 25 

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Renstra SKPD. 
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
kepala SKPD melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi Renstra SKPD kepada Walikota melalui Kepala 

Bappeda. 
 

Pasal 26 

(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), sebagai 
bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala 
Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah 

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut 

perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. 

 
Pasal 27 

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23, mencakup program 
pembangunan daerah dan indikasi rencana program 

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. 

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus dapat menjamin: 

a. program pembangunan jangka menengah daerah 

telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan 
sasaran pembangunan tahunan daerah; dan 

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai 
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka 
menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana 

program dan kegiatan prioritas pembangunan 
tahunan daerah. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi 
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 

pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah 
telah dilaksanakan melalui RKPD. 
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Pasal 28 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
Kepala Bappeda melakukan tindakan 

perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan 

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka menengah daerah kepada 
Walikota. 

 
Pasal 29 

 
Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20, mencakup Renja SKPD dan RKPD. 
 

Pasal 30 

 
(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29, mencakup program dan 
kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan 

indikator kinerja serta kelompok sasaran. 
 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
penyusunan RKA-SKPD. 

 
Pasal 31 

(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), 
harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, 

lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator 
kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam 

RKA-SKPD. 

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana 
indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai 

dengan Renja SKPD. 
 

Pasal 32 

(1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Renja SKPD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
Kepala SKPD mengambil langkah-langkah 

penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai 
dengan Renja SKPD. 
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(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil 
pemantauan dan supervisi kepada Walikota melalui 

Kepala Bappeda. 
 

Pasal 33 

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan 
hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja 

SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui kepala 
Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-

langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk 
ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut 
perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. 
 

Pasal 34 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 mencakup prioritas dan 

sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program 
dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi 
pelaksanaan RKPD.  

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran 

pembangunan tahunan daerah, rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang 

ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan 
rancangan KUA, PPAS dan APBD. 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan 
memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan 

tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam 

rancangan KUA, PPAS dan APBD. 
 

Pasal 35 

(1) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
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(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan 
Kota kepada Walikota. 

 
Paragraf 3 

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah 

 
Pasal 36 

 
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi 
RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

 

Pasal 37 
 

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, mencakup sasaran pokok arah kebijakan 

dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan 
visi pembangunan jangka panjang daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui: 

a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan 

pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; 
dan  

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah 

kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan 
pembangunan jangka panjang Provinsi. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 
untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok 

arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 
dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan 
jangka panjang Provinsi. 

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi 

terhadap hasil RPJMD. 
 

Pasal 38 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil 
RPJPD. 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan.  

(3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi 
penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya. 

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil 

RPJPD kepada Walikota. 
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(5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 
 

Pasal 39 

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 mencakup indikasi rencana program 

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk 
mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya 

mewujudkan visi pembangunan jangka menengah 
daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan untuk mengetahui: 

a. realisasi antara rencana program prioritas dan 

kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam 
RKPD; dan 

b. realisasi antara capaian rencana program dan 
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan jangka 
menengah daerah Provinsi. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 
untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran 
pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai 

untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 
daerah. 

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil 

RKPD. 
 

Pasal 40 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD. 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
Bappeda melakukan tindakan 

perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi 
penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya. 

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil 
RPJMD kepada Walikota. 

(5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 
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Pasal 41 
 

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mencakup 
hasil rencana Renja SKPD dan hasil RKPD. 

 
Pasal 42 

 
(1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, mencakup program dan 
kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, 
serta dana indikatif. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.  

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target 

indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang 
dihadapi. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 

untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan 
kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka 

mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan 
sasaran pembangunan tahunan daerah.  

(5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap 
triwulan dalam tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 43 
 

(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil 
Renja SKPD. 

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD 

melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi 

penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya. 

(4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota 
melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

 
Pasal 44 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil 

evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 ayat (4). 
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(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditemukan adanya 

ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala 
Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh 

Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut 

perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. 

 
Pasal 45 

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41  mencakup prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah serta rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
digunakan untuk mengetahui: 

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian 

indikator kinerja program dan kegiatan yang 
dilaksanakan melalui APBD; dan 

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang 
direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi 
APBD. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 
untuk memastikan bahwa target rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai 
dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka 

menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan 
tahunan daerah. 

(5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan 

menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD. 
 

Pasal 46 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil 

RKPD. 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 

kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi 
penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. 

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil 
RKPD kepada Walikota. 
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(5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 
 

Pasal 47 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 
Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 11 Juli 2016  
 

WALIKOTA CIREBON, 
 
 

ttd, 
 

 
NASRUDIN AZIS 

 
 
 

 
Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 13 Juli 2016  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 
 

                                ttd, 
  

 
          ASEP DEDI 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 25 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 
 

YUYUN SRIWAHYUNI P 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19591029 198603 2 007 
 


